




ABSTRAK 
 
Dwi Indah Yuliani Solihin, 701616013. Mewujudkan Good Governance Dalam 

Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Samsat Kota Gorontalo). Disertasi Program 
Doktor  Administrasi Publik. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. 
Promotor: Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si. Ko-Promotor: Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si 
dan Dr. Juriko Abdussamad, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang: 1) 
Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Samsat Kota 
Gorontalo; 2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Good Governance 
Dalam Pelayanan Publik Di Samsat Kota Gorontalo. Metode penelitian yang 
digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis 
yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan 
Kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya mewujudkan Good Governance 
dalam pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo perlu memaksimalkan tata 
kelola pelayanannya, diliha dari aspek trasparansi dan partisipasi yang masih 
terbatas. Artinya masyarakat belum sepenuhnya bisa mengakses informasi dan 
jenis-jenis pelayanan terkait dengan pelayanan dan kerterlibatan publik; 2) 
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Good Governance dalam 
pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo masih memerlukan peningkatan dari 
beberapa aspek. Hal ini terlihat pada waktu pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat yang terlalu lama sering terjadi kesalahan procedural serta beberapa 
fasilitas teknis pendukung layanan yang belum tersedia; 3) Proses mewujudkan 
Good Governance dalam pelayanan publik di Samsat Kota Gorontalo, peneliti 
menawarkan konsep temuan penelitian yang disebut novelty yakni konsep 
Mopoduoto Tilihula atau konsolidasi kewenangan yang merupakan konsep yang 
dikembangkan dari nilai-nilai kedaerahan atau kearifan lokal. Konsep mopoduoto 
tilihula ini diharapkan bisa menjalankan fungsi-fungsi koordinasi terkait tugas dan 
fungsi sebagaimana mestinya, serta kewenangan masing-masing bidang berada 
pada kedudukan yang seharusnya.  
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